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PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
TERHADAP TAS BERMEREK YANG DIIMPORT 

KE INDONESIA1

Oleh:
Nyoman Supariyani2

Abstract
Painstaking efforts and long process to make one product widely popular among 
the consumers force the producers to take an illegal short cut by doing a piracy 
or imitating a well-known brand. The damage is not only done to the license 
holder, but also to the consumers and the importing country. For the license 
holder, the practice will significantly reduce the benefit. The lower quality of 
the illegal product will also contribute to the decreasing image of the original 
products. This practice will make the consumers unsatisfied, due to the product of 
lower quality, and it also reduces the revenue for the state. Legal protection for 
branded product, which are mostly imported, is badly in need, without denying 
the right of local producers to use the well-known branded in a good intention.
Keywords: Brand, Legal, Protection, Immitating.

Abstrak
Lamanya waktu yang d�butuhkan untuk menjad�kan suatu merek terkenal 
secara luas dan d�pergunakan oleh masyarakat, menjad�kan beberapa produsen 
melakukan jalan  p�ntas dengan menjalankan per�laku b�sn�s curang ya�tu dengan 
melakukan “pembajakan” atau  pen�ruan dar� merek yang telah lama beredar 
d� pasaran atau dapat d�sebut sebaga� merek yang sudah terkenal. Adanya 
prakt�k curang �n�, t�dak hanya merug�kan pem�l�k merek terkenal, akan tetap� 
masyarakat sebaga� konsumen dan negara juga d�rug�kan. Bag� pem�l�k merek, 
kerug�an yang d�rasakan adalah menurunnya  pendapatan, dan apab�la kual�tas 
dar� barang dan jasa yang d�t�ru leb�h rendah, maka akan menurunkan c�tra produk 
tersebut d� mata konsumen. Bag� konsumen kerug�an yang d�der�tanya adalah 
mutu barang yang rendah, sedangkan bag� negara kerug�an yang t�mbul adalah 
berkurangnya pener�maan pajak. Perl�ndungan hukum yang memada� terhadap 
merek-merek terkenal,yang kebanyakan adalah merek terkenal dar� luar neger� 
mutlak d�perlukan, tanpa mengurang� hak pengusaha pr�bum� yang mem�l�k� 
merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan 
�t�kad ba�k. 

Kata Kunc�: Merek, Hukum, Perl�ndungan, Pemalsuan.3
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Manus�a sebaga� pelaku utama 
dalam pembangunan mem�l�k� 
rasa c�pta, karya dan karsa dar� 
kemampuan �ntelektual mereka. 
Masyarakat mempunya� pola p�k�r dan 
per�laku tertentu, yang menghas�lkan 
kebudayaan sebaga� has�l karya, 
rasa dan c�pta untuk memenuh� 
kebutuhan-kebutuhannya �tu. Rasa 
dan c�pta masyarakat �tu menghas�lkan 
norma-norma dan �lmu pengetahuan 
yang merupakan kebudayaan 
�nmater�al, sedangkan karya 
masyarakat menghas�lkan teknolog� 
dan kebudayaan kebendaan, yang 
d�perlukan manus�a untuk menguasa� 
alam sek�tarnya agar kekuatan serta 
has�lnya dapat d�abad�kan untuk 
kepent�ngan masyarakat. Teknolog� 
yang d�has�lkan �tu, yang merupakan 
salah satu unsur pokok dar� 
kebudayaan, yang selalu berkembang 
dan terus mengejar perkembangan 
aneka kebutuhan para warganya. 
Kemajuan teknolog� yang d�capa� 
member� pengaruh langsung maupun 
t�dak langsung terhadap aspek-aspek 
keh�dupan manus�a, antara la�n d� 
b�dang �ndustr� yang menghas�lkan 
barang-barang kebutuhan pr�mer sepert� 
mob�l, telev�s�, Compact Disc (CD), 
Video Compact Disc (VCD).  Dengan 
men�ngkatkan jen�s, maupun jumlah 
s�rkulas� barang d� dalam masyarakat 
menyebabkan permasalahan Hak 
Kekayaan Intelektual yang semak�n 
banyak mendapat sorotan, khususnya 

dar� kalangan pengusaha-pengusaha 
�ndustr� maupun masyarakat 
konsumen. 

Gel�at perekonom�an d� b�dang 
pembel�an barang-barang bermerek 
d� Indones�a semak�n t�ngg�. Dapat 
d�l�hat dar� fakta secara umum bahwa 
konsumen d� Indones�a menyuka� 
produk buatan luar neger�. Kond�s� 
�n� d�sebabkan karena konsumen 
menganggap produk luar neger� 
bergengs� dan berkual�tas t�ngg�. 
Produk luar neger� �n� tentunya 
mem�l�k� harga jual yang relat�f 
t�ngg�, tetap� d�saat yang bersamaan, 
sebag�an besar daya bel� masyarakat 
Indones�a relat�f rendah. Adanya gap 
antara perm�ntaan produk luar neger� 
dan rendahnya daya bel� masyarakat 
Indones�a menyebabkan t�mbulnya 
perm�ntaan pada produk t�ruan.
Banyaknya perm�ntaan terhadap 
produk t�ruan �n� menyebabkan 
beberapa produsen dengan sengaja 
membuat logo dan trademark yang 
sama pers�s dengan tujuan mengelabu� 
atau membohong� konsumen yang 
t�dak terlalu paham dan sadar akan 
bentuk produk asl�. Namun sela�n �tu, 
ada juga konsumen yang secara sadar 
membel� produk t�ruan tersebut untuk 
men�ngkatkan status sos�al karena t�dak 
mampu membel� barang dengan merk 
asl�.  Berdasarkan data yang d�peroleh 
D�rektorat Jendral Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), produk yang 
tergolong barang t�ruan d� Indones�a 
sepert� tekst�l, elektron�k, farmas� dan 
kosmet�ka, p�rant� lunak (software), 
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CD/DVD musik dan film, spare-part 
otomot�f, serta produk fash�on padahal 
harga dar� tas asl� merk tersebut dapat 
mencapa� puluhan bahkan ratusan juta 
rup�ah per satuannya.4

Penjualan produk tas t�ruan d� 
Indones�a belakangan �n� semak�n 
marak dan telah menjad� perhat�an 
masyarakat luas, pelaku b�sn�s dan 
pemer�ntah. Leb�h d�suka�nya produk 
t�ruan, terutama pada produk fash�on 
tas, dar�pada produk asl� oleh konsumen 
Indones�a, menjad� permasalahan 
mendasar sul�tnya menghapuskan 
perdagangan produk t�ruan tersebut. 
Hal �n� tentu menyebabkan kerug�an 
bag� pem�l�k Hak Merek tas tersebut, 
bukan hanya kerug�an mater��l tetap� 
juga �nmater�al. Berdasarkan hal 
�tu, perlu d�car�kan solus� untuk 
mencar�kan solus� masalah tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah
 Fokus kaj�an dalam tul�san 

�n� membahas permasalahan sebaga� 
ber�kut :
1.  Baga�manakah bentuk 

perl�ndungan hukum terhadap 
tas bermerek?

2. Baga�manakah upaya hukum 
dan sanks� terhadap pelanggaran 
HKI terhadap tas bermerek?

1.3 Tujuan Penelitian
 Member�kan anal�s�s tentang 

perl�ndungan tas bermerek yang d� 
�mport ke Indones�a

4 Soetr�sno Had�, 1978, Metodologi Research, 
UGM, Yogyakarta, hlm.49.

II. METODE PENELITIAN
Dalam penul�san proposal 

penel�t� menggunakan penel�t�an 
hukum emp�r�s, karena menel�t� tentang 
perl�ndungan hak c�pta terhadap tas 
bermerek yang d� �mport ke Indones�a. 
Penel�t�an hukum emp�r�s mendekat� 
masalah dar� peraturan perundangan-
undangan yang berlaku dan kenyataan 
yang ada dalam masyarakat. Dalam 
penel�t�an hukum dengan aspek emp�r�s 
d�gunakan bahan hukum sekunder, 
bahan hukum pr�mer dan bahan hukum 
ters�er.5 Penel�t�an �n� mempergunakan 
tekn�k non probability sampling, 
ya�tu purposive sampling. Penentuan 
sample d�p�l�h / d�tentukan send�r� oleh 
penel�t� berdasarkan pert�mbangan, 
bahwa sample telah memenuh� kr�ter�a 
atau s�fat dan karakter�st�k tertentu 
yang merupakan c�r� - c�r� utama dar� 
populas�nya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum
 Terhadap Tas Bermerek

 Dalam bahasa Inggr�s, �st�lah 
teor� perl�ndungan hukum d�kenal 
dengan legal protection theory, 
sedangkan dalam bahasa belanda teor� 
perl�ndungan hukum d�sebut dengan 
van de wettelijke bescherming.6 
Perl�ndungan hukum dalah suatu 
ka�dah-ka�dah hukum untuk mel�ndung� 
5 H.Sal�m & Erl�es Sept�ana Nurban�, 2013, 

Penerapan Teori Hukum pada penelitan Tesis 
dan Disertasi, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 
259.

6 Ph�ll�pus M. Hadjon, 1987, Perlindungan 
Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. B�na Ilmu, 
Surabaya, hlm.2
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�nd�v�du-�nd�v�du dalam semua 
keg�atan �nteraks� sos�al. Menurut 
Ph�ll�pus M. Hadjon  perl�ndungan 
hukum adalah perl�ndungan yang 
d�ber�kan terhadap subyek hukum 
dalam bentuk perangkat hukum ba�k 
yang bers�fat prevent�f maupun yang 
bers�fat reprens�f.7 Menurut Satj�pto 
Raharjo perl�ndungan hukum adalah 
member�kan pengayoman terhadap 
hak asas� manus�a (HAM) yang 
d�rug�kan orang la�n dan perl�ndungan 
�tu d� ber�kan kepada masyarakat agar 
dapat men�kmat� semua hak-hak yang 
d�ber�kan oleh hukum.8

Hak yang d�ber�kan oleh s�stem 
hak kekayaan �ntelektual bers�fat 
eksklus�f yang berart� hak tersebut 
bers�fat khusus dan hanya d�m�l�k� 
oleh orang terka�t langsung dengan 
kekayaan �ntelektual yang d�has�lkan.9 
Dengan hak tersebut, pemegang hak 
dapat mencegah orang la�n membuat, 
menggunakan atau berbuat sesuatu 
tanpa �z�n.

Dalam penel�t�an �n�, untuk 
menghubungkan teor�-teor� tersebut 
diperlukan definisi dan ruang lingkup 
tentang Hak Kekayaan Intelektual. 
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak 
yang berkenan dengan kekayaan yang 
t�mbul atau lah�r karena kemampuan 
�ntelektual manus�a, berupa temuan 

7 Satj�pto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm.54.

8 Tom� Suryo Utomo,2010, Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) di Era Global,Graha Ilmu, 
Yogyakarta, hlm.13

9 Abdulkad�r Muhammad, 2001, Hukum 
Ekonomi Hak Kekayaa Intelektual, C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 1

.

atau c�ptaan d�b�dang tekonolog�, 
�lmu pengetahuan, sen� dan sastra. 
C�ptaan atau temuan yang d�maksud 
d�harapkan akan dapat memecahkan 
masalah d�b�dang teknolog� maupun 
penyempurnaaan atau perba�kan 
pemecahan masalah d�b�dang 
teknolog�. Hak atas Kekayaan 
Intelektual �n� merupakan hak eksklus�f 
yang d�ber�kan suatu peraturan kepada 
seseorang atau sekelompok orang atas 
karya c�ptanya.10

D�t�njau dar� perwujudannya 
HKI d�katagor�kan sebaga� benda 
bergerak tak terwujud, karena pada 
pr�ns�pnya yang d�l�ndung� dalam HKI 
adalah haknya bukan benda mater�al 
bentuk jelmaan dar� HKI tersebut. 
Alasannya adalah HKI merupakan 
hak ekslus�f yang hanya ada dan 
melekat pada pem�l�k atau pemegang 
hak, seh�ngga p�hak la�n apab�la �ng�n 
memanfaatkan atau menggunakan 
hak tersebut untuk menc�ptakan atau 
memproduks� benda mater�al bentuk 
jelmaanya waj�b memperoleh l�sens� 
(�z�n) dar� pem�l�k atau pemegang hak. 
Benda mater�al bentuk jelmaan HKI 
itu hanya berfungsi  sebagai bukti fisik 
dalam hal Hak atas Kekayaan Intektual 
seseorang telah d�langgar orang la�n.11

Hak Kekayaan Intelektual 
merupakan sebuah konsep dan 
berkembang d� negara barat. Oleh 
karena �tu, manfaat s�stem Hak 
Kekayaan Intelektual leb�h ser�ng 
d�b�carakan oleh negara-negara maju 

10 Ibid, hlm. 3. 
11 Tom� Suryo Utomo,op.cit.,hlm. 19.
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selaku produsen atau penghas�l Hak 
Kekayaan Intelektual.12 Secara umum 
Hak Kekayaan Intelektual dapat terbag� 
dalam dua kategor� ya�tu: Hak C�pta 
dan Hak Kekayaan Industr�, sedangkan 
Hak Kekayaan Industr� mel�put� 
Paten, Merek, Desa�n Industr�, Desa�n 
Tata Letak S�rku�t Terpadu, Rahas�a 
Dagang dan Var�etas Tanaman. Hak 
Kekayaan Intelektual telah d�atur 
dengan berbaga� peraturan perundang-
undangan sesua� dengan tuntutan ( The 
Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights ) TRIPs, 
ya�tu Undang-undang No. 29 Tahun 
2000 tentang Perl�ndungan Var�etas 
Tanaman, Undang-undang No. 30 
Tahun 2000 tentang Rahas�a Dagang, 
Undang-undang No. 31 Tahun 2000 
tentang Desa�n Industr�, Undang-
undang No. 32 Tahun 2000 tentang 
Desa�n Tata Letak S�rku�t Terpadu, 
Undang-undang  No. 14 Tahun 2001 
tentang Paten, Undang-undang No. 
15 Tahun 2001 tentang Merek, dan 
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak C�pta.

Merek adalah suatu tanda yang 
berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna 
atau komb�nas� dar� unsur-usur 
tersebut yang mem�l�k� daya pembeda 
dan d�gunakan dalam keg�atan 
perdagangan barang dan jasa. Merk 
d�bedakan atas 3 jen�s, ya�tu :
12 Dharmawan, Supast� dan W�ryawan, Wayan, 

2014,Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN 
dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan 
Intelektual di Indonesia,Jurnal Mag�ster 
Hukum Udayana, Vol 6,No2, ISSN: 2302-
528X ,hlm. 262.

1.  Merek Dagang
Merek dagang adalah merek 

yang d�gunakan pada barang yang 
d�perdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan 
dengan barang-barang sejen�s la�nnya.
2.  Merek jasa 

Adalah merek yang d�gunakan 
pada jasa yang d�perdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum 
untuk membedakan dengan jasa-jasa 
sejen�s la�nnya.
3.  Merek kolekt�f 

Adalah merek yang d�gunakan 
pada barang dan/atau jasa dengan 
karakter�st�k yang sama yang dengan 
d�perdagangkan oleh beberapa orang 
atau badan hukum secara bersama-
sama untuk membedakan dengan 
barang dan/atau jasa sejen�s la�nnya.

Adapun fungs� dar� pendaftaran 
merek tersebut adalah sebaga� alat 
bukt�, bahwa pem�l�k yang berhak atas 
merek yang d�daftarkan, sebaga� dasar 
penolakan terhadap merek yang sama 
keseluruhan atau sama pada pokoknya 
yang d�mohonkan pendaftaran oleh 
orang la�n untuk barang/jasa sejen�snya 
serta sebaga� dasar untuk mencegah 
orang la�n memaka� merek yang 
sama keseluruhan  atau  sama  pada 
pokoknya  dalam  peredaran  untuk 
barang/jasa sejen�snya.

Perl�ndungan merek terkenal 
merupakan salah satu aspek pent�ng 
dar� hukum merek. Ketentuan terka�t 
perl�ndungan merek terkenal utamanya 
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d�atur dalam the Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property 
(“Konvens� Par�s”) dan juga dalam 
the TRIPs Agreement (“Perjanj�an 
TRIPs”). Konvens� Par�s dalam Pasal 
6b�s d� antaranya mengatur bahwa:

“The countries of the Union 
undertake, ex officio if their legislation 
so permits, or at the request of an 
interested party, to refuse or to cancel 
the registration, and to prohibit the 
use, of a trademark which constitutes 
a reproduction, an imitation, or a 
translation, liable to create confusion, 
of a mark considered by the competent 
authority of the country of registration 
or use to be well known in that 
country as being already the mark of 
a person entitled to the benefits of this 
Convention and used for identical or 
similar goods. These provisions shall 
also apply when the essential part of 
the mark constitutes a reproduction 
of any such well-known mark or an 
imitation liable to create confusion 
therewith.”

Pasal 16(2) Perjanj�an TRIPs, 
yang kemud�an melengkap� Pasal 
6b�sKonvens� Par�s d� atas mengatur 
sebaga� ber�kut:

“In determining whether a 
trademark is well-known, Members 
shall take account of the knowledge of 
the trademark in the relevant sector of 
the public, including knowledge in the 
Member concerned which has been 
obtained as a result of the promotion 
of the trademark.”

Ketentuan untuk mel�ndung� 
merek terkenal d� atas berlaku bag� 
seluruh negara anggota Konvens� 
Par�s dan penanda tangan Perjanj�an 
TRIPs (the World Trade Organization’s 
TRIPs Agreement) termasuk Indone-
sia yang juga turut meratifikasi kedua 
treaty tersebut mas�ng-mas�ng melalu� 
Keppres No. 15 Tahun 1997 dan 
Keppres No. 7 Tahun 1994.

Pada umumnya, negara-negara 
dengan s�stem hukum Civil Law, 
termasuk Indones�a, menganut s�stem 
First to file dalam member�kan hak 
merek. Berdasarkan s�stem First to 
file tersebut, pem�l�k merek, termasuk 
merek terkenal, harus mendaftarkan 
mereknya d� D�tjen HKI untuk 
memperoleh hak eksklus�f atas 
mereknya dan perl�ndungan hukum. 
Hak eksklus�f t�dak dapat d�peroleh 
pem�l�k merek hanya dengan 
menunjukkan bukt�-bukt� bahwa �a 
adalah pemaka� pertama merek tersebut 
d� Indones�a. First-to-file system 
berart� bahwa p�hak yang pertama kal� 
mengajukan permohonan pendaftaran 
d�ber� pr�or�tas untuk mendapatkan 
pendaftaran merek dan d�aku� sebaga� 
pem�l�k merek yang sah.

Secara ekspl�s�t pr�ns�p �n� d�atur 
pada Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek (“UU Merek”) yang 
menentukan bahwa Hak atas Merek 
adalah hak eksklus�f yang d�ber�kan 
oleh Negara kepada pem�l�k Merek 
yang terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek untuk jangka waktu tertentu 
dengan menggunakan send�r� Merek 
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tersebut atau member�kan �z�n kepada 
p�hak la�n untuk menggunakannya. 
Dengan pendaftaran merek, pem�l�k 
merek mem�l�k� hak-hak ber�kut:  Hak 
untuk menggunakan atau meng�z�nkan 
orang la�n untuk menggunakan 
mereknya; Hak untuk melarang 
orang la�n menggunakan mereknya 
dan Hak untuk mengal�hkan dan/
atau mel�sens�kan hak mereknya. 
Indones�a, perl�ndungan merek 
terdaftar d�ber�kan selama jangka 
waktu 10 tahun terh�tung dar� tanggal 
pengajuan permohonan merek yang 
bersangkutan, dan dapat d�perpanjang 
set�ap 10 tahun. Pelanggaran merek 
d�anggap terjad� hanya apab�la ada 
pemaka�an merek oleh p�hak yang 
ber�kt�kad buruk yang d�lakukan dalam 
jangka waktu perl�ndungan. Dalam 
UU Merek t�dak d�kenal pelanggaran 
hak atas pemaka�an merek yang t�dak 
terdaftar. Beg�tu juga untuk merek 
terkenal. Karenanya, ketentuan p�dana 
dalam UU Merek t�dak mengatur sanks� 
atas ‘pelanggaran’ merek terkenal 
yang t�dak terdaftar. Upaya hukum 
p�dana maupun perdata terhadap 
p�hak yang memaka� merek terkenal  
dengan �kt�kad buruk, hanya dapat 
d�laksanakan pem�l�k merek terkenal 
dengan menunjukkan pendaftaran 
merek sebaga� bukt� kepem�l�kan 
merek yang sah. Untuk memenuh� 
kom�tmennya sebaga� salah satu Negara 
anggota Konvens� Par�s dan penanda 
tangan Perjanj�an TRIPs, pemer�ntah 
Indones�a sejak 1997 telah melakukan 
beberapa kal� perubahan terhadap UU 

Merek dan melengkap�nya dengan 
pasal-pasal yang member� wewenang 
kepada otor�tas terka�t yakn� D�rektorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
(“D�tjen HKI”), dalam hal �n� 
D�rektorat Merek, untuk mel�ndung� 
merek terkenal dengan menolak 
permohonan pendaftaran merek yang 
mengandung persamaan ba�k pada 
pokoknya maupun secara keseluruhan 
dengan merek terkenal m�l�k p�hak la�n 
terutama untuk barang dan/atau jasa 
sejen�s. Dalam UU Merek yang saat 
�n� berlaku, kewenangan mel�ndung� 
merek terkenal tersebut d�ber�kan 
melalu� Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf 
b dan Pasal 6 ayat (2).

Ba�k Konvens� Par�s maupun 
Perjanj�an TRIPs t�dak member� 
definisi yang baku mengenai kriteria 
merek terkenal �n�. Mas�ng-mas�ng 
Negara anggota bebas merumuskan 
kr�ter�a untuk menentukan apakah 
sebuah merek dapat d�kategor�kan 
sebaga� merek terkenal. Mengena� hal 
�n�, UU Merek dalam Penjelasannya 
melengkap� ketentuan pada Pasal 6 
ayat (1) huruf b sebaga� ber�kut:
  “Penolakan Permohonan yang 

mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhan 
dengan Merek terkenal untuk 
barang dan/atau jasa yang sejenis 
dilakukan dengan memperhatikan 
pengetahuan umum masyarakat 
mengenai Merek tersebut di 
bidang usaha yang bersangkutan. 
Di samping itu, diperhatikan 
pula reputasi Merek terkenal 
yang diperoleh karena promosi 
yang gencar dan besar-besaran, 
investasi di beberapa negara 
di dunia yang dilakukan oleh 
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pemiliknya, dan disertai bukti 
pendaftaran Merek tersebut di 
beberapa negara. Apabila hal-
hal di atas belum dianggap 
cukup, Pengadilan Niaga dapat 
memerintahkan lembaga yang 
bersifat mandiri untuk melakukan 
survei guna memperoleh 
kesimpulan mengenai terkenal 
atau tidaknya Merek yang menjadi 
dasar penolakan.“

Berka�tan dengan pengaturan 
HKI sedun�a, ada dua organ�sas� yang 
sangat berpengaruh ya�tu WIPO dan 
WTO. Indones�a sebaga� anggota 
WIPO mem�l�k� hak dan kewaj�ban 
yang berbeda dengan sebaga� Negara 
anggota WTO.13 Kepent�ngan ekonom� 
dar� merek-merek terkenal d�aku� 
dalam Bab XX perjanj�an �nternas�onal 
WIPO. Dalam perkembanganya 
merek-merek terkenal juga d�aku� d� 
Amer�ka Ser�kat, Inggr�s, Austral�a 
dan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b 
Undang-undang Merek Indones�a, 
ya�tu “permohonan harus d�tolak oleh 
D�rektorat Jenderal apab�la Merek 
tersebut mempunya� persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan 
Merek yang sudah terkenal m�l�k p�hak 
la�n untuk barang dan atau jasa yang 
sejen�s”.

Pem�l�k merek terdaftar berhak 
member�kan l�sens� kepada p�hak 
la�n dengan perjanj�anbahwa l�sens� 
akan menggunakan merek tersebut 
untuk sebag�an atau seluruh jen�s 
barang atau jasa. Perjanj�an l�sens� 
waj�b d�mohonkan pencatatannya 
pada DJHKI dengan d�kena� b�aya 
13 Tom� Suryo Utomo, loc..cit..

dan ak�bat hukum dar� pencatatan 
perjanj�an l�sens� waj�b d�mohonkan 
pencatatan pada DJHKI dengan 
d�kena� b�aya dan ak�bat hukum dar� 
pencatatan perjanj�an l�sens� berlaku 
pada p�hak-p�hak yang bersangkutan 
dan terhadap p�hak ket�ga.

3.2 Upaya Hukum Dan Sanksi 
Terhadap Pelanggaran HKI 
Terhadap Tas Bermerek

Terka�t pelaksanaan Pasal 4, dan 
Pasal 6 ayat (1) huruf b oleh D�tjen 
HKI, bag� pem�l�k merek terkenal 
yang dapat menunjukkan bukt�-bukt� 
keterkenalan mereknya, UU Merek 
menyed�akan mekan�sme pembatalan 
pendaftaran merek melalui pengadilan 
niaga dan oposisi (Pengajuan 
Keberatan), apab�la merek terkenal 
mereka terlanjur d�daftarkan atau 
d�ajukan permohonan pendaftarannya 
d� Indones�a oleh p�hak la�n yang 
ber�kt�kad buruk.

Undang-undang Merek 
memungk�nkan pem�l�k merek terkenal 
yang asl� untuk mengajukan gugatan 
pembatalan pendaftaran merek melalu� 
pengad�lan n�aga, berdasarkan Pasal 4 
dan Pasal 6 ayat (1) huruf b walaupun 
�a t�dak mem�l�k� pendaftaran merek. 
Bag� pem�l�k merek terkenal yang 
belum mem�l�k� pendaftaran merek, 
dapat mengajukan gugatan pembatalan 
pendaftaran setelah mengajukan 
permohonan pendaftaran mereknya 
kepada D�tjen HKI (Pasal 68 ayat 
[2] UU Merek). Dengan pengajuan 
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permohonan, pem�l�k merek terkenal 
d�anggap mem�l�k� �kt�kad ba�k untuk 
meng�kut� peraturan yang berlaku 
dengan mendaftarkan dan memaka� 
mereknya d� Indones�a.

Sampa� saat �n� sudah banyak 
kasus yang d�bawa ke meja h�jau 
menyangkut pendaftaran merek 
terkenal oleh pendaftar merek yang 
ber�kt�kad buruk. Beberapa pem�l�k 
merek terkenal yang pernah membawa 
kasus mereka ke pengad�lan d� 
antaranya G�ann� Versace Spa (G�ann� 
Versace Spa v. R�cky Tan); Prefel 
SA (Prefel SA v. Fahm� Babra); dan 
Alfred Dunh�ll L�m�ted (Alfred Dunh�ll 
L�m�ted v. Muljat� Kusnad�). Banyak 
kasus d�menangkan oleh pem�l�k 
merek terkenal yang asl� d� mana 
pendaftaran merek yang telah terlanjur 
d�ber�kan kepada pendaftar ber�kt�kad 
buruk, d�hapus dar� Daftar Umum 
Merek dan kemud�an pendaftaran 
d�ber�kan kepada pem�l�k asl� dar� 
merek terkenal.

Dalam Hak Kekayaan 
Intelektual terdapat permasalahan-
permasalahan yang akan menyentuh 
berbaga� aspek sepert� aspek 
teknolog�, �ndustr�, sos�al, budaya, dan 
berbaga� aspek la�nnya. Akan tetap�, 
aspek terpent�ng j�ka d�hubungkan 
dengan upaya perl�ndungan bag� 
karya �ntelektual adalah aspek hukum. 
Hukum d�harapkan mampu mengatas� 
berbaga� permasalahan yang t�mbul 
berka�tan dengan Hak Kekayaan 
Intelektual tersebut. Hukum harus 
dapat member�kan perl�ndungan 

bag� karya �ntelektual, seh�ngga 
mampu mengembangkan daya kreas� 
masyarakat yang akh�rnya bermuara 
pada tujuan berhas�lnya perl�ndungan 
Hak Kekayaan Intelektual.

Pada era global�sas� �n�, Indones�a 
berkembang dengan sangat pesat. 
Proses global�sas� membawa ak�bat 
tolok ukur utama hubungan antar 
bangsa atau negara yang t�dak lag� 
bers�fat �deolog�, mela�nkan ekonom�, 
yakn� keuntungan atau has�l nyata 
apa yang dapat d�peroleh dar� adanya 
hubungan tersebut.  Pengaruh luar 
dapat cepat sekal� masuk ke Indones�a 
sebaga� �mpl�kas� terc�ptanya s�stem 
ekonom� yang terbuka. Aspek dar� 
s�stem ekonom� adalah masalah 
produk yang pemasarannya t�dak lag� 
terbatas pada satu negara mela�nkan 
juga mengglobal. Hal �n� menuntut 
standar kual�tas dan persa�ngan yang 
ad�l, serta terh�ndarnya produk �ndustr� 
palsu, berdasarkan pada kesepakatan-
kesepakatan dun�a �nternas�onal.

Penel�t�an yang d�lakukan 
Jurnalnet pada tahun 2007, mengena� 
pembel�an barang t�ruan d� Indones�a, 
dapat d�ketahu� bahwa sek�tar 63,4% 
responden mengaku� pernah membel� 
barang t�ruan dan 82,9% d�antaranya 
mengetahu� bahwa barang yang 
d�bel� adalah t�ruan. Alasan harga 
leb�h murah menjad� alasan utama 
pembel�an barang t�ruan (68%). 
W�rausahanews pada tahun 2011 
mengungkapkan bahwa tas merupakan 
salah satu produk fash�on t�ruan yang 
lar�s d�pasaran. Harga tas t�ruan dengan 
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berbaga� merek sepert� Hermes, Guess, 
Espr�t, Prada, Burberry, Lou�s Vu�ton, 
dan Gucc� hanya  d�patok  pada  
k�saran harga  Rp. 50.000,- h�ngga 
Rp. 2.000.000,- bergantung klasifikasi 
kual�tas t�ruannya, padahal harga dar� 
tas asl� merk tersebut dapat mencapa� 
puluhan bahkan ratusan juta rup�ah per 
satuannya.

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan
1. Hak atas Merek adalah hak 

eksklus�f yang d�ber�kan oleh 
Negara kepada pem�l�k Merek 
yang terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek untuk jangka waktu 
tertentu dengan menggunakan 
send�r� Merek tersebut atau 
member�kan �z�n kepada p�hak 
la�n untuk menggunakannya. 
Dengan pendaftaran merek, 
pem�l�k merek mem�l�k� hak-hak 
ber�kut:  Hak untuk menggunakan 
atau meng�z�nkan orang la�n 
untuk menggunakan mereknya; 
Hak untuk melarang orang la�n 
menggunakan mereknya dan 
Hak untuk mengal�hkan dan/atau 
mel�sens�kan hak mereknya.

2. Undang-undang Merek 
memungk�nkan pem�l�k merek 
terkenal yang asl� untuk 
mengajukan gugatan pembatalan 
pendaftaran merek melalu� 
pengad�lan n�aga, berdasarkan 
Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf 
b walaupun �a t�dak mem�l�k� 
pendaftaran merek. Bag� pem�l�k 

merek terkenal yang belum 
mem�l�k� pendaftaran merek, 
dapat mengajukan gugatan 
pembatalan pendaftaran setelah 
mengajukan permohonan 
pendaftaran mereknya kepada 
D�tjen HKI (Pasal 68 ayat [2] 
UU Merek). Dengan pengajuan 
permohonan, pem�l�k merek 
terkenal d�anggap mem�l�k� 
�kt�kad ba�k untuk meng�kut� 
peraturan yang berlaku dengan 
mendaftarkan dan memaka� 
mereknya d� Indones�a.

4.2 Saran
1. Perl�ndungan hukum terhadap 

merek terkenal terutama harus 
d�dukung oleh produsen �tu 
send�r� karena bag� konsumen 
dalam membel� tas bermerek 
semata-mata bukan tertar�k 
pada mereknya saja tetap� pada 
model dan harganya yang cukup 
murah.

2. Perl�ndungan hukum terhadap 
merek terkenal tetap harus 
d�l�ndung� dan d�dukung sesua� 
dengan program yang d�buat 
oleh negara dengan beberapa kal� 
merubah peraturan perundang-
undangan tentang merek, apalag� 
menyangkut nama ba�k bangsa 
Indones�a d� mata �nternat�onal 
agar t�dak menyandang gelar 
sebaga� negara penj�plak merek 
terkenal.
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